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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi bahan 

bakar minyak bersubsidi dalam Putusan Nomor: 120/Pid.B/2012/PN.Gto divonis 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 

1.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak 

pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, disamping 

membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap 

masyarakat dan terpidana, ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut 

KUHP yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. 

Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya 

kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu dengan ketentuan yang ada dalam 

undang-undang, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan 

ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatanya karena merasa putusan 

tersebut ringan saja dan bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yaitu 

disamping memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tetapi juga memberi 

edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.  

2. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyimpangan distribusi 

BBM di Kota Gorontalo terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. 
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Faktor intern meliputi faktor individu atau faktor dari dalam diri individu 

tersebut, yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor 

ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya pengawasan dari 

pihak berwenang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Saran dalam penelitian ini adalah: Majelis hakim dalam menangani suatu 

perkara di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten 

mengemban amanat sebagai hakim, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya 

tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang 

dilakukan oleh pelaku.  

2. Hakim diharapkan untuk lebih memaksimalkan sanksi pidana yang akan 

dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang, mengingat tindak pidana 

penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Kota 

Gorontalo merupakan kejahatan sudah seharusnya penanganan perkaranya 

lebih diperketat, karena fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa sudah banyak 

sekali terjadi tindak pidana yang berhubungaan dengan bahan bakar minyak 

karena bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok seharihari 

masyaraakat. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir 
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terjadinya tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin 

di masyarakat.  

3. Pemerintah 

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan dapat 

berkontribusi dalam menangani persoalan penimbunan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) bersubsidi, karena disamping hal ini merupakan tindak pidana yang 

pelakunya layak mendapat hukuman yang setimpal, juga karena mengingat 

BBM bersubsidi ini sangat dibutuhkan warga masyarakat kurang mampu. 
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